PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il
SURABAYA

SALINAN
Ng. 1/B ; 18-7-1986
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1986
TENTANG
PEMERIKSAAN BECAK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALTKOTAMADYA KEPALA DAFRAH TTINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG ¢t a, bahwa beoak sebagal sarana angkutan umum pada hakekatnya su~
dah tidak sesuai lagi dengan kehidupan dan martatet bangsa -~
Indoneegia mebagai bangsa yang merdeka, meskipun peranannya =
dalamn kehidupan rakyat.keell masih diperlukan keberadaannya,
sohingga perlu diatur ;

bs- balwa Peraturan Dgerah Kota Besar Surabayas Nomor 10 tahun
1955 mengenai Pemeriksaan Becak Umum dan Kecakapan Pengemudi
nya sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Per
aturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5
tahun 1978 dirssakan sudah tidak seguai lagi dengan peratur -
an per-Undang-undangan yang berlgku, sehingga dipandang perlu
untuk disabut dan mengadakan ketentuan—ketentuan baru yang me
ngatur masslah dimaksud dengan menuangkamya dalam suatu Per—
aturan Dgerah.

MENGIWGAT ¢ 1. Undang=undang Nomor 5 tahun 1974 temtang Pokokwpokok Pemerin

tahan di Daerah 3

2. Undang~undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timr/Jawa Tengah/
Jawa Barat dan Daerah Igtimewa Yogyakarta junoto Undang=-un=
dang Nomor 2 tahun 1965 3

3. Undang=-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Dgerah,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rgkyat Daerah Kotamadys Daerah Tingkat II Sura-
baya,
MEMUTUSKAY

MENETAPKAW : PERATURAN DATRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA TENTANG
PEMERIKSAAN BECAK UMUM,
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BAB T
KETERTUAN TUMUM
Pasgal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

ane Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IT Surabaya

b, Pegawal Pemeriksa, ialah Pegawai Perbengkelan Kotamadya Daerah Ting-
kat II Surabaya, yang ditunjuk untuk tugas-tugas
pemeriksazn Becak Umum i

®, Becak Umum, ialah setiap kendarman tidak bermotor yang mempunyai ro

da 3 (tiga) buah, yang digunakan untuk kepentingw
an angkutan umm,

BAB IT
KETENTUAN=KETENTUAN MENGENAI BECAK UMUM
Pagal 2

Kebi jaksanaan mengenal pentahapsn atas pembatasan, pengurangan dan pee
nladaan beoak umam dalam Kotamadyn Dnerah Tingkat II Surabaya ditetape
kah oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

Pgsal 3

(1) Untuk ketertiban, setimp pemilik dan pemegang becak-becak umum da-
lam Kotamadya Daerah Tingkat IT Surabaya harus dikirkan atau dipe=-
riksakan lap-Slap 3 (tiga) tahun sekali ;

(2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakuken dengan cara
menga jukan permohonan kepada Pegawal pemeriksa yang ditunjuk oleh
Repala Daerah i

(3) Pelaksanaan pemeriksaan dimaksud pada ayat {2) pasal ini, diseleng
garakan pada waktu dan ditempat wveng felah ditentukan yang sebelum
nya diberikahukan kepada pemohon 3

(4) Pemilik atau pemegang wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada -
pegawal pemeriksa pada peloksanzan pemeriksaan,

Pasal 4

Becak wmum dinystakar lulus pemeriksaan, jika memenuhi aturammaturan
yang diadakan dan berlaku baginya baik mengenai susuwian, bentuk, per—
lengkapan, penerangan ukuran muatan disamping memenuhi syarat-syarat
kerapian dan kebersihan taginn-bagian dalam dan luar becak wmm ter—

sebut.
Paanal 5

{1} Sebagai tanda lulus pemerikeaan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan
Daerah 1ni pada becak wmm yang bersangkutan dipasang sebuah tan—
dz lulus pemeriksaan disertai nomor menurut pencatgtan pemeriksa—
an dalam daftar yang diadakan umtuk keperluan itu j

1
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(2) Apabila pegawai pemerikss menyntakan becak umum tersebut tidak lue
lus pemeriksaan, ia segora menyampaikan pemboritabunn lengkap kepa
da pemilik atau pemegsngnys tentang pembetulazn-pembetulan yang ha-
rus diadakan dan selanjuinys menentukan tempat dan waktu pemeriksg
an ulangan dengah tidsk mengurangi ketentuan dalem pesal 3 ayat =
{2) Persturan Daerah ini.

BLA B ITT
KETEMTUAN RETRIBUSI
Pesnl 6

(1) Unttk pemerikssan ataupun pemeriksaan ulanggn becak umum dipungut
retribusi yang ditetnpkan sebesar Rp. 2.250,00 (du: ribu dua ratus
lima puluh rupish)

(2) Bagi beoak wmum yang tidsk lulus pemeriksaan kemudjsn dalam waktu
1 (satu) minggu diajukan kembali untuk pemeriksaan, untuk pemerik
saan ulangan tersebut tidak dipungut beays lagi ;

(3) Beaya pemeriksaan harus dibayar dimuka dan untuk itu diderikan $an
da pembaysran ocleh Kepsla Dzerah i

(4) Baeil penerimaan pungukzn retribusi tersebut pads ayat (1) pasal -
ini harus disetor ke Kos Pemerintah Kotamsdya Drernh Tingkat II Su

rabaya.
P-szl 7
Di ¥antor Pegawni pemerikss disdakan daftar menurut contoh yang dite -

tapkan oleh Kepala Daerah tenteng adanya Becgleebecak wmum yang telah -
diperiksa,

BAB Iv
KETENTUAN PIDANA
Paszi 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pergturan Daerah ini ke-
pada pemilik disnoam dengan pidana kurungan selama=lamanya 6 (enam) -
lan aton denda setinggi-tingginy=, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ~
ribu rupiah),

BADB v
KETENTUAN PERALIHAN DaN PENUTUP
Posal 9

Dengan ditetnpkannys Peraturzn Doerah ini, dinyrtakan dicobut dan #1 -
dak berlaku lagi Peraturcn Daerah Kota Besar Sursbzya Nomor 10 tahun
1955 mengenai Pemeriksaan Beczk Umum dan Keoakapan Pengemudinya beser

ta segals perubahannya,
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Pasal 10

Hal=hnl yang belun cukup diatur dslem Peraturan Daerah ini sepenjang
mengenai pelsksanasnnya ditetapken lebih lanjut oleh Xopsls Dnerab.

Pasal 11

Percturan Daerzh ind malai berlaku pada tanggal diundangkan,

Surabaya, 6 Mei 1986

DERAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT IT SURABAYA TINGKAT II SURADAYA
Ket Lvha) t
ttd ttd
STANY SOEEAKIH dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Cubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 30 Juni 1986 Nomor 206/P tshun 1986.

A.n, GUBERNUR XEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asigten 1 Sekretaris Wilayah/Daerah
. Da
Kepaln Bire Hukum

ttd

"

NIP. 510 023 535

Diundangkan dalam Lembaran Daernh Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba=-
va tahun 1986 Seri B pada tanggal 18 Juli 1986 Nomor 1.

A.n, WALIKOTAMADYA KEPALA DAFERAH
TINGKAT IT SURABAYA
Sgkretaris Ko‘tam.';dya/Daerah

S8alinan sesuai dengan ssliinya ttd
Sekretaris Kotamadya Dnerah
Tingkat TI Surabaya Drss SOIARJO
J— b, NIF., 510 040 479
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH XOTAMADYA DAERAE TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TaHUN 1986
TENTANG
PEMERIKSAAN BECAXK UMM

I. PENJELASAN UMU ;

II.

A g

Bahwa beonk sebagai sarana anglutan unum pada hakekeinya sudsh ti-
dak sesuri lagi dengan kehidupan dan mart.bzt bangsa Indonesin, meskipun
peranamnysz dalam kehidupan rakyat kecil mpeih diperlukan, oleh karena itu
masih diperlukan ketentuan=ketentusn y~ng mengatur tentang becak umum,

Bahwa Peraturan Daerah Kote Besar Surabaya Neomor 10 tohun 1955 me=—
ngenni pemeriksaan becak umum dan kecakapan pengemudinya sudah dirasakan
tidak sesusi lagi dengan peraturan per-~Undang~undangan yang berlaku saat -
ini dimana menurut Peraturan Daerah Kotz Besar Surabaya Nomor 10 tahun 1955
wewenang pemberisn Surat Ijin Mengemudi { SIM ) berada pada peguwai yang -~
ditunjuk oleh Kepnla Dacrah, sedangkzn s~at ini wewenang pemberian Nomor -
Becek don wewenang pemberisn Surat Ijin Mengemudi ( SIM ) becak berada di
Instansi Polisi ILglu Lintas.

Bzhwe selain dari pada itu untuk meningkatkan pelaysnan kepada ma=
syarckat diperluknn pengekiran {pemeriksasn) terhadap beoak~becsk dimaksud,
dimana diperlukan suatu dana anggaren yang oukup besar, sehingga oleh karg

na itu retribusl pemeriksaan beosk umum perlu dinaikkan.

Bohwe dengan ditetapkannys Fersturan Daerah ini dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagl Peraturan Daerzh Kobta Besar Surabaya Nomor 10 tahun
1955 mengenci pemeriksaan Beocak Umum dan Keoskapan Pengemudinya heserta sg
gala perubshannya dan semua ketentuan yang pernabh ada sepanjang bertentang
an dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DIMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : 1. Yang dimaksud dengan pembatasan inlah bohwa di
Kotamedys Daernh Tingkat II Surabeys sudah ti-
dak diperbolehkan lagi diproduksi beock baru

2. Yang dimnksud dengan pengurangan islah behwa
beocak=becnk yang ternyata pada wakiu pengekiran
kurang memenuhi syarat becak tersebut tid-k di-
perbolehkan untuk dipergunakan sebagnimona mes—
tinya ;

3. Yang dimaksud dengan peniadaan isnlah babwe be -
cak=beczk yeng sudah berumur 10 tahun afau le =
bih tidsk diperbolehkan untuk dipergunnkan lagi.

Pasal 3 sampui dengan pasal 11 ¢ Cukup jelns,.
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